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Abstract 

 The nutritional status of children under five in Indonesia is still a problem, including malnutrition, 

malnutrition and stunting. Stunting can hamper economic growth, increase poverty and inequality in various 

regions, including Bengkalis Regency. The high prevalence of stunting has a negative impact on children's growth 

and overall public health. Therefore, a focused program is needed to handle and prevent stunting. Qualitative 

research is carried out in natural settings to explore related social phenomena. Qualitative research is carried out 

in natural settings. The reason the author uses a qualitative method is because this method describes in full and in 

depth the social phenomenon being studied. The researcher chose this method because it was considered the most 

suitable method for identifying problems regarding the implementation of the Stunting Children's Foster Care 

Program (BAAS). This method was chosen to identify problems in implementation Foster Father Program for 

Stunting Children (BAAS). The research results show that the Coordinator and Facilitator indicators are running 

well, but further evaluation is needed regarding the implementers, especially in terms of fulfilling human 

resources. Overall, the Accelerator, Coordinator and Facilitator indicators have gone quite well. The Stakeholder  

needs to increase the effectiveness of socialization of the BAAS Program through collaboration and coordination 

with other parties.  
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Abstrak 

 Status gizi balita di Indonesia masih menjadi permasalahan, termasuk masalah gizi kurang, gizi 

buruk, dan stunting. Stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, 

dan kesenjangan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bengkalis. Tingginya prevalensi stunting 

berdampak negatif pada pertumbuhan anak dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Oleh 

karena itu, diperlukan program fokus untuk penanganan dan pencegahan stunting.Penelitian kualitatif 

dilakukan dalam keadaan alamiah untuk mendalamai fenomena sosial terkait. Penelitian kualitatif 

dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah (natural setting). Alasan penulis menggunakan metode 

kualitatif karena metode ini menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai fenomena sosial 

yang diteliti Peneliti memilih metode ini karena dianggap sebagai metode yang paling cocok untuk 

mengidentifikasi masalah mengenai implementasi program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) 

Metode ini dipilih untuk mengidentifikasi masalah dalam implementasi Program Bapak Asuh Anak 

Stunting (BAAS). Hasil peneliti menunjukkan bahwa indikator Koordinator dan Fasilitator berjalan 

baik, namun perlu evaluasi lebih lanjut terkait implementor, terutama dalam pemenuhan sumber daya 

manusianya. Secara keseluruhan, indikator Akselerator, Koordinator, dan Fasilitator sudah berjalan 

cukup baik. Pihak Stakeholder  perlu meningkatkan efektivitas sosialisasi Program BAAS melalui 

kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain.  

Kata Kunci : Implementasi,Program,Bapak Asuh Anak Stunting 
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Pendahuluan 

Status gizi di Indonesia terutama pada balita yang sekarang masih menjadi 

permasalahan di antaranya masalah gizi kurang, gizi buruk serta Stunting. Menurut Senbanjo, 

Oshikoya, Odusanya, & Njokanma, 2011 (dalam Lidia 2017:131)Stunting atau biasa disebut 

dengan balita pendek merupakan indikasi buruknya status gizi dan digunakan sebagai 

indikator jangka panjang untuk gizi kurang pada anak. 

Status gizi di Indonesia terutama pada balita yang sekarang masih menjadi 

permasalahan di antaranya masalah gizi kurang, gizi buruk serta Stunting. Menurut Senbanjo, 

Oshikoya, Odusanya, & Njokanma, 2011 (dalam Lidia 2017:131) Stunting atau biasa disebut 

dengan balita pendek merupakan indikasi buruknya status gizi dan digunakan sebagai 

indikator jangka panjang untuk gizi kurang pada anak. 

Stunting adalah salah satu keadaan malnutrisi yang berhubungan dengan 

ketidakcukupan zat gizi masa lalu sehingga termasuk dalam masalah gizi yang bersifat kronis. 

Stunting diukur sebagai status gizi dengan memperhatikan tinggi atau panjang badan, umur, 

dan jenis kelamin balita. Kebiasaan tidak mengukur tinggi atau panjang badan balita di 

masyarakat menyebabkan kejadian stunting sulit disadari. 

Oktarina & Sudiarti, 2014 (dalam Lidia 2017:132) Stunting (balita pendek) ketika usia 

balita pada umumnya tidak disadari oleh keluarga dan setelah 2 tahun baru terlihat dan 

berdampak pada kemampuan kognitif dan produktivitas jangka panjang, bahkan bisa 

berdampak pada kematian.Sutarto (2018:540) Stunting atau perawakan pendek (shortness). 

suatu keadaan tinggi badan (TB) seseorang yang tidak sesuai dengan umur, yang 

penentuannya dilakukan dengan menghitung skor Z-indeks Tinggi Badan menurut Umur 

(TB/U). Seseorang dikatakan stunting bila skor Z-indeks TB/U- nya di bawah -2 SD (standar 

deviasi). Kejadian stunting merupakan dampak dari asupan gizi yang kurang, baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas, tingginya kesakitan, atau merupakan kombinasi dari keduanya. 

Kondisi tersebut sering dijumpai di negara dengan kondisi ekonomi kurang. 

Stunting dapat mengurangi kualitas sumber daya manusia, tingkat produktifitas dan 

daya saing yang kemudian akan menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi, meningkatnya 

kemiskinan dan kesenjangan. 

       Menurut Asiah dkk (2023:27) risiko stunting bisa terjadi pada 1000 Hari Pertama 

Kehidupan (1000 HPK) seseorang, dari masa kehamilan hingga usia dua tahun. Ciri-ciri 

stunting diantaranya : tinggi anak tidak ideal jika dibandingkan dengan anak seusianya, 

pertumbuhan melambat, wajah terlihat lebih muda dari anak seusianya, pertumbuhan gigi 

terlambat, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya, usia 8-10 tahun 

anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak berinteraksi dan melakukan kontak mata terhadap 

orang disekitarnya 

Stunting dapat dipengaruhi oleh banyak faktor terutama riwayat terdahulu 

dibandingkan dengan diare yang hanya dilihat dalam waktu yang singkat. 11 Faktor lain 

seperti keberagaman pangan baik zat gizi makro dan mikro terdahulu juga dapat 

mempengaruhi keadaan stunting pada balita. Diare merupakan penyakit infeksi metabolisme 

yang dampaknya dapat langsung dilihat dalam jangka waktu yang singkat, sedangkan 

keadaan stunting merupakan malnutrisi yang bersifat kronis dampak dari keadaan yang 

terjadi dalam waktu yang lama. badan balita tidak naik bahkan cenderung menurun, 
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perkembangan tubuh anak terhambat, seperti telat menarche (menstruasi pertama anak 

perempuan) dan anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi. 

Kekurangan gizi dalam waktu lama itu terjadi sejak janin dalam kandungan sampai 

awal kehidupan anak (1000 Hari Pertama Kelahiran). Penyebabnya karena rendahnya akses 

terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman 

pangan dan sumber protein hewani. 

Nirmalasari (2020:20) Stunting didefinisikan sebagai kondisi status gizi balita yang 

memiliki panjang atau tinggi badan yang tergolong kurang jika dibandingkandengan umur. 

Pengukuran dilakukan menggunakan standar petumbuhan anak dari WHO, yaitu dengan 

interpretasi stunting jikalebih dari minus dua standar deviasi median.Balita stuntingdapat 

disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan 

pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Umumnya berbagai penyebab ini 

berlangsung dalam jangka waktu lama (kronik). 

Stunting patut mendapat perhatian lebih karena dapat berdampak bagi kehidupan anak 

sampai tumbuh besar, terutama risiko gangguan perkembangan fisik dan kognitif apabila 

tidak segera ditangani dengan baik.Dampak stunting dalam jangka pendek dapat berupa 

penurunan kemampuan  belajar  karena  kurangnya perkembangan kognitif. Sementara itu 

dalam jangka panjang dapatmenurunkan kualitas hidup anak saat dewasa karena 

menurunnya kesempatan mendapat pendidikan, peluang kerja, dan pendapatan yang lebih 

baik. Selain itu, terdapat pula risiko cenderung menjadi obesitas di kemudian hari, sehingga 

meningkatkan risiko berbagaipenyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, kanker, dan 

lain-lain. 

tercukupi, dan faktor lainnya seperti kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi sebelum 

kehamilan, masa kehamilan, dan setelah melahirkan. Stunting dapat dipengaruhi oleh banyak 

faktor terutama riwayat terdahulu dibandingkan dengan diare yang hanya dilihat dalam 

waktu yang singkat. 11 Faktor lain seperti keberagaman pangan baik zat gizi makro dan mikro 

terdahulu juga dapat mempengaruhi keadaan stunting pada balita. Diare merupakan 

penyakit infeksi metabolisme yang dampaknya dapat langsung dilihat dalam jangka waktu 

yang singkat, sedangkan keadaan stunting merupakan malnutrisi yang bersifat kronis 

dampak dari keadaan yang terjadi dalam waktu yang lama dan terus-menerus. 

Stunting memiliki dampak jangka panjang dan pendek. Dampak jangka panjang yang 

diakibatkan oleh Stunting seperti turunnya kemampuan kognitif serta prestasti belajar, 

menurunnya kekebalan tubuh sehingga tubuh mudah terpapar oleh penyakit, meningkatnya 

risiko diabetes, penyakit jantung, obesitas, pembuluh darah, kanker, stroke dan disabilitas 

pada usia tua. Sedangkan dampak dengan jangka pendek seperti perkembangan otak yang 

terganggu, berkurangnya tingkat kecerdasan, pertumbuhan fisik terganggu dan 

terganggunya metabolisme dalam tubuh. Jadi sudah jelas bahwa stunting tidak hanya 

memberikan dampak pada fisik, melainkan juga berdampak mental dan emosional, 

khususnya pada perkembangan kecerdasan dalam berpikir. 

Pada tahun 2021 di Riau persentase balita yang pendek dan sangat pendek mengalami 

penurunan signifikan dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 7,30 persen menjadi sebesar 6,00 

persen. Bila mengacu pada Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs Provinsi Riau yang 

menargetkan sebesar 20,00 persen di tahun 2019, maka persentase stunting atau tengkes pada 
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balita di Provinsi Riau pada tahun 2021 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan karena 

sudah berada di bawah 20 persen (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2022). 

Bapak asuh di Provinsi Riau mampu turunkan angka stunting, fenomena ini tertulis di 

sebuah artikel infopublik.id. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengapresiasi langkah penurunan stunting 

yang dilakukan Provinsi Riau melalui pola “bapak asuh”. Hal tersebut disampaikan Menko 

Muhadjir dalam rangkaian agenda roadshow daring ke-17 di Provinsi Riau pada Kamis 

(9/3/2023) 

Stunting menjadi permasalahan serius di berbagai daerah, termasuk Kabupaten 

Bengkalis. Tingginya prevalensi stunting dapat berdampak buruk pada pertumbuhan dan 

perkembangan anak, serta kesehatan.Penyebab stunting diantaranya adalah kurangnya 

asupan gizi selama hamil dan kebutuhan gizi Anak tidak dan masyarakat secara keseluruhan. 

Oleh karena itu, perlu adanya program yang fokus pada penanganan dan pencegahan 

stunting. 

Kabupaten bengkalis merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang mendukung 

program pemerintah terkait percepatan penurunan stunting, dibuktikan dengan adanya 

regulasi yang mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten 

Bengkalis. 

Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) adalah gerakan gotong royong seluruh elemen 

bangsa dalam mempercepat penurunan stunting yang menyasar langsung keluarga berisiko 

stunting. Yang dimaksud dengan Elemen bangsa adalah pemangku kepentingan yang terdiri 

dari orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media 

massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan 

mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting (Pasal 1, Peraturan 

Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting). 

Pada asuhan pendukung kegiatan yang dilakukan berupa komuniksi informasi dan 

edukasi (KIE) kelompok sasaran, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, dan lainnya.dan untuk 

mengukur keberhasilan dilihat berdasarkan indicator yang ada pada tabel diatas. 

Tinjauan Pustaka 

Dalam merumuskan suatu kebijakan yang menyangkut program dan kegiatan - kegiatan 

selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau biasa disebut implementasi. Karena 

sebaik apapun suatu kebijakan tanpa implementasi, maka tidak akan banyak berarti. 

Menurut Grindle (dalam Haedar 2010:2) bahwa implementasi merupakan proses umum 

tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi 

baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah 

tersusun dan dana telah siap dan d isalurkan untuk mencapai sasaran. 

Jika pemahaman ini ditujukan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan 

diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh 

Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., (1994: 15) (dalam Haedar 2010:2) bahwa implementasi 

kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik 

secara individu maupun secara kelompok yang dimaksud untuk mencapai suatu tujuan. 
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Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa 

implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi 

merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. Berdasarkan deskripsi 

tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil 

sebagai produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya, menurut Sabatier (dalam Haedar:2) 

implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, 

dan waktu. 

Pengertian pelaksanaan seperti yang dikemukakan oleh Pariata Westra. Dkk (2009:256) adalah 

: "Aktivitas atau usaha- usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang 

telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, 

siapa yang melaksanakan dimana pelaksanaarnya, kapan waktu mulai dan berakhimya dan 

bagaimana cara yang harus dilaksanakan". 

Definisi Pelaksanaan (Implementasi) menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam 

Riski dkk 2021:22) sebagaimana yang dikutip dalam buku Leo Agustino (2006; 139), yaitu : 

pelaksanaan (implementasi) kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, 

biasanya dalam bentuk Undang - undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah 

atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya. 

keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin dibatasi, menyebutkan secara 

tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau 

mengatur proses implementasinya. 

Alasan mengapa implementasi kebijakan dibutuhkan mengacu pada pandangan para pakar 

bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Maka dari itu, 

implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai a   lasan atau pandangan. 

Salah satu variabel dalam implementasi adalah sumber daya yang di dalamnya juga terdapat 

sebuah sumber daya manusia. Stakeholders adalah bentuk sumber daya manusia dalam 

implementasi. Menurut Kadiwaraka dalam Kismartini 

(Dalam Isro’ 2021:5) stakeholders adalah semua pihak baik secara individu, maupun 

kelompok yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi pengambilan keputusan serta 

pencapaian sebuah tujuan dalam suatu kegiatan. Banyak ahli yang memiliki pandangan 

terkait klasifikasi stakeholders. 

Crosby dalam Kismartini (dalam Isro’ 2021:5) membagi stakeholders menjadi tiga klasifikasi 

yaitu stakeholders utama, stakeholders pendukung, dan stakeholders kunci. Klasifikasi 

stakeholders juga dapat dilihat berdasarkan perspektif governance. Stakeholders dibagi 

menjadi tiga jenis yaitu : 

1. Negara atau pemerintah (state), 

2. Masyarakat sipil (civil society), 

3.Masyarakat ekonomi (private sector). 

Metode 

 Tipe penelitian ini adalah deksriptif, mengingat peneliti membutuhkan informasi yang 

tepat mengenai subjek penelitiannya serta temuan analisisnya. Tujuan dari penelitian 

deskriptif adalh memberikan penjelasan yang realistis tentang bagaimana Implementasi 
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Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana 

Kabupaten Bengkalis (Studi Di Kecamatan Mandau).Jenis penelitian yang digunakan adalah 

jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dilaksanakan dalam 

keadaan yang alamiah (natural setting). Alasan penulis menggunakan metode kualitatif 

karena metode ini menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai fenomena sosial 

yang diteliti Peneliti memilih metode ini karena dianggap sebagai metode yang paling cocok 

untuk mengidentifikasi masalah mengenai implementasi program Bapak Asuh Anak Stunting 

(BAAS). 

 

Hasil dan Pembahasan 

 Dari hasil penelitian ini juga terlihat bahwa indikator Fasilitator dalam pelaksanaan 

Program BAAS yang dibantu oleh stakeholder telah tercukupi dengan baik. Hal ini 

memastikan distribusi barang berupa uang tunai atau benda yang dibutuhkan kepada 

keluarga yang berisiko terkena stunting dapat terlaksana dengan lancar. 

 Namun, terkait dengan indikator Implementor dalam pelaksanaan Program BAAS 

yang dibantu oleh stakeholders, meskipun implementor di tingkat Kabupaten Bengkalis 

sudah tercukupi dengan baik, evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan terkait pemenuhan 

sumber daya manusianya, terutama jika ruang lingkupnya diperluas. Keberlanjutan program 

ini menjadi kunci untuk meningkatkan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Dengan 

melakukan evaluasi yang cermat, diharapkan implementasi BAAS dapat dioptimalkan 

sehingga lebih banyak masyarakat dapat memperoleh manfaat positif dari program ini, 

terutama dalam upaya penurunan angka stunting di wilayah tersebut.  

Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti mengenai Implementasi 

Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana 

Kabupaten Bengkalis (Studi di Kecamatan Mandau), dapat disimpulkan bahwa dalam 

pelaksanaannya, dari empat indikator yang digunakan peneliti, pengimplementasiannya 

dapat dianggap sudah cukup baik. Indikator Koordinator menunjukkan kinerja yang baik, di 

mana stakeholder berhasil mengkoordinasikan dengan efektif pihak-pihak lain yang terlibat 

dalam Program BAAS, seperti kerjasama dengan puskesmas di Kecamatan Mandau dan 

kolaborasi dengan pihak TNI untuk menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat yang 

membutuhkan. 

 Selanjutnya, dari hasil penelitian ini juga terlihat bahwa indikator Fasilitator dalam 

pelaksanaan Program BAAS yang dibantu oleh Stakeholders  telah tercukupi dengan baik. 

Hal ini memastikan distribusi barang berupa uang tunai atau benda yang dibutuhkan kepada 

keluarga yang berisiko terkena stunting dapat terlaksana dengan lancar. 

 Namun, terkait dengan indikator Implementor dalam pelaksanaan Program BAAS 

yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi Riau, meskipun implementor di tingkat Kabupaten 

Bengkalis sudah tercukupi dengan baik, evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan terkait 

pemenuhan sumber daya manusianya, terutama jika ruang lingkupnya diperluas. 

Keberlanjutan program ini menjadi kunci untuk meningkatkan manfaat yang diterima oleh 

masyarakat. Dengan melakukan evaluasi yang cermat, diharapkan implementasi BAAS dapat 
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dioptimalkan sehingga lebih banyak masyarakat dapat memperoleh manfaat positif dari 

program ini, terutama dalam upaya penurunan angka stunting di wilayah tersebut. 

Terakhir, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa indikator Akselerator dalam pelaksanaan 

Program BAAS sudah terlaksana dengan baik. Stakeholder  membuka peluang kolaborasi 

sebaik-baiknya dengan berbagai pihak untuk mendukung kesuksesan penurunan angka 

stunting di Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Mandau. 

Kesimpulan ini memberikan gambaran positif terkait efektivitas dan sinergi dalam 

pelaksanaan Program BAAS di wilayah tersebut. 
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